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PUTUSAN
Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Sel
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai talak antara:
PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXxxxx
xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX
XXXX, XXXXXXXXX XXXXK, XXXXXKHXXX XXXXXK XXKXX, XXX XXXXXXKX
XXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
445/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan

Termohon pada hari Selasa, 26 Desember 2006 di hadapan pejabat

pencatat nikah sebagaimana tercatat di kutipan akta nikah nomor :

256/27/V/2007 tertanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan agama XxXXxXXXxxX xxxxx Kabupaten Lombok timur;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon

telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir di xxxxx

XXXXXXXX,  XXXX XXXXXXX XXXX,  XXXXKXXXX XXXXX XXXXXKXXX XXXXXX XXXXX,
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Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat tinggal bersama dan tidak
di karuniai anak :
3. Bahwa pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon
telah hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sejak Februari 2019
rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai goyah dan
puncak perselisiah dan pertengkaran terjadi pada Juni 2019 yang
disebabkan terutama karena antara pemohon dengan termohon telah
terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dapat
didamaikan yang disebabkan antara lain :
3.1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada
kecocokan lagi dikarenakan Termohon sangat Egois dan termohon
tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan
yang paling menyakitkan batin pemohon adalah termohon tidak
pernah menghargai Pemohon sebagai bagian dari keluarganya.
3.2 Bahwa termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain
tanpa sepengetahuan dari pemohon.
4. Bahwa dengan perilaku/perbuatan termohon, sebagaimana
yang tersebut diatas pemohon sudah tidak mampu lagi
meneruskan/melanjutkan hubungan suami Istri karena pemohon sudah
sangat menderita lahir dan batin dan sejak kejadian sebagaimana yang
tersebut diatas antara pemohon dengan termohon, sudah pisah tempat
tinggal pada Juni 2019 dan sekarang ini pemohon bertempat tinggal di
kediaman oran tua Pemohon di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT; ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah
retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah
sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing a€“ masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka
perceraian merupakan jalan terahir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan
/menasehati agar pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul
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kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1
tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak Firman
Alloh SWT yang tersebut dalam surat An-Nissa'ayat 21 sudah tidak dapat
dipertahankan lagi, dan keadaan rumah tangga pemohon dengan
termohon sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan
pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk

mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon (TERMOHON) di depan

Sidang pengadilan Agama Selong, setelah putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR:
Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir
menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut
relaas Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Sel tertanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 31
Maret 2022 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga
menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya
yang sah. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan
oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau
berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak
pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
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Pemohon;
Bahwa untuk mendukung dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK
5203040107820600 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX, tanggal 05-10-2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1)
serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 256/27/V/2007, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama XxXXXXXXX XXxxx Kabupaten
Lombok timur, tanggal 21-03-2022, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2)
serta diparaf;
Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan
saksi- saksi sebagai berikut:
Saksi 1, SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah saudara Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum
dikaruniai keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Februari 2019 mulai tidak tentram
disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon tidak pernah menghargai
pemohon sebagai seorang suami dan termohon diketahui selingkuh
dengan laki-laki lain;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni
2019;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon
dengan Termohon, namun tidak berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan
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keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- saksi adalah saudara Pemohon;

- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum

dikaruniai keturunan;

- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Februari 2019 mulai tidak tentram

disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- saksi tahu penyebabnya adalah Termohon tidak pernah menghargai

pemohon sebagai seorang suami dan termohon diketahui selingkuh

dengan laki-laki lain;

- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni

2019;

- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-
hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun
telah dipanggil secara resmi dan dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena
sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim
harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut
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untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon Tergugat vide Pasal 149
ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi tertutup
kemungkinan perkara a quo diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti
diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa
menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga
perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil
permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini
pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada
pokoknya:

- sejak Februai 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak

pernah menghargai pemohon sebagai seorang suami dan termohon

diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;

- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juni

2019 Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas
bahwa ketidak hadirnya lawan dipersidangan dipandang sama dengan
pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata khusus (perkawinan) asas
tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena pembuktian dalam hal
perceraian menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76
ayat 2 Undang Undang Nomot 7 Tahun 1989, menegskan bahwa perceraian
berdasarkan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun
1975 baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga
dan atau orang yang dekat dengan suami isteri, dan untuk maksud tersebut,
Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana
terurai diatas;
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Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena tidak ada
eksepsi menyangkut kompetensi relatif maka bukti tersebut tidak relevan untuk
dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun bukti P.2 karena dibuat oleh pejabat yang
berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentic, oleh karena secara
prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis yakni fotocopi
Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkn dengan
aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti
tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun
kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal
kesakian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara
substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain
dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan
dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang
dikuatkan dengan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim telah
memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;

- sejak Februari 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak

pernah menghargai pemohon sebagai seorang suami dan termohon

diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;

- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juni

2019 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa

menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah mangalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan
sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka
rumah tangga Pemohon dan Termohon a quo sudah tidak ada harapan lagi

untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu dengan
memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan
perkawinan a quo sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (broken
Marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah
pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar
dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam
menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.
Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan
dalil syar'i :

a. Surah Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

oale grow all gl GMall lgo e Olg
Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati)) untuk mentalak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat;
b. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhaair halaman 62 berbunyi:

ddlasll wl> e pasio awlaoll 5o

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil
manfaatnya;

Menimbang in casu berdasarkan ketetuan tersebut, dihubungkan dengan
kenyataan bahwa benar antara Pemohon denganTermohon telah terjadi konflik
yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing
tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara
perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak
berhasil, Pemohon telah beritizam untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim
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patut menyimpulkan betapa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga
apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur’an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi
terwjud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis
Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana
maksud penjelasan 39 ayat (2) huru f (f) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974
jo . pasal 19 huru f (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon
sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan
Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo
Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang

Pengadilan Agama Selong;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp.390000,00 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dr. IMRAN,
S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.l. dan DWI
ANUGERAH, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.l. Dr. IMRAN, S.Ag., M.H

DWI ANUGERAH, S.Hl., MH
Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  270.000,00
- PNBP Relaas: Rp 20.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp  390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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